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This studyaimsto ascertain property rights ownershigsulting
from mixed marriages. This studyemploys normatie legal
research, analyzing thAgrarian Law in conjunction with tle
Marriage Law through both a statutory and captual approach
con@rning land rights owrership. Tre legal matrials utilized
include primary, sscondary, anddrtiary sources pertin ent to the
issues examined, culminating in a dscriptive qualitative
analysis.The research shows thEfteregulation gorning land
ownership rights for Indomesian citizns married to foegn
nationals stipulaés that owrership rights must le transferred,
prohibiting fordgn nationals from holding land rights. Elegal
congquence mandats that the land must ke transferred within
oneyear; failure to do so will esult in the land kecoming sta¢
property. Consquently, a marriage agreement is esential to
ensure that assts brought into tke marriage do not fecone joint
propety. In the abgnce of a marriage agreement, the transfer
ownership rights is obligatory.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tar
yang timbul dari grkawinan campuran. éditian ini

menggunakan pnditian hukum normatif dngan menditi

UndangUndang Agraria dan UndandJndang Rekawinan
menggunakan pndekatan prundangundangan dan koreptual

terkait hak lepemilikan tanah. Sumberhukum yang digunakar
mencakup sumé primer, se&kunder, dan tersier yang rdevan
dengan masalah yang diiti, dengan hasil yang dinilai ecara
kualitatif dalam format eskriptif. Hasil penelitian menunjukkar
peraturan yang nengatur hak lpemilikan tanah bagi warge
negara Indomsia yang nenikah dngan warga egara asing
mewajibkan mngalihan lepemilikan, mdarang warga megara
asing untuk nemiliki tanah. Okh kaena itu, tanah &rsebut

harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tai
tersebut akan kmbali nenjadi milik publik. Akibatnya,
perjanjian pranikah sangat gmting untuk mencegah konersi

propeti yang dimiliki secara individu nenjadi properti bersama
setelah menikah. Dalam ketidakhadiran perjanjian pranil
kepemilikan harus disampaikan.
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Pendahuluan

Setiap individ u bercita-cita untuk melestarikan garis keturunan mereka, dan ini
dicapai melalui pernikahan. oPerkawinan merupakan hak yang paling mendasar
dimiliki oleh man usia, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1)Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan UUD
NRDG. Indonesia ingin menjadi negara yang diatur dengan hukum sehingga
kehidupan sehari-hari warganya diatur oleh hukum, seperti halnya perkawinan.
Perkawinan sendiri diat ur dalam ketentuan oUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).é Perkawinan
sendiri didefinisikan dalam ketent uan Pasal 1UU Perkawinan yang mengatur sebagai
berikut:

oPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketthanan Yang Mahaesa 6

Sebelm berlakunya UU tersebut perkawinan sendiri diat ur dalam ketentuan
KUHPerdata, yang dimana masih terlihat peninggalan h ukum hindia belanda yang
terlihat dari terdapatnya s uaatu penggolongan masyarakat.! Berdasarkan hal tersetut
pula yang diatur Pasal 66UU Perkawinan yang mengatur:
oUntuk perkawinan dan segala sesiatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijks Ordonantie Christen IndonesieBs1933 No. 74), Peratran Perkawinan
Campuran (Regeling op de gemengdewtlijkenS. 1898 No. 158), dan peratran-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam
Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlak u. 6

Aturan yang berlaku saat ini adalah UU Perkawinan selain UU tersebut maka
ketentuan lain dianggap tidak berlak u lagi. Perkawinan campuran diatur dalam
ketentuan Pasal 57UU Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:
0Yang dd deadas perkawinan campuran dalam Undang-undang ini
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah sai pihak
ber kewarganegaraan I ndonesia. 0

WNA sendiri diat ur dalam ketentuan Undang oUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (untuk selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian)é diatur dalam
ketentuan Pasal 1 angkad UU Keimigrasian mengatur sebagai berikut

00rang Asing adakah wamragg waggrh I ndonesi

1J. H. Ghazaly, 0OKepemili kan Hak At asJCH @uarrah
Cendekia Hukumb, no. 1 (2019): 11-130., https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.
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Perkawinan campuran ini didasari oleh Regeling op de Gemengdewdlijken (GHR) yang
mengatur bahwa sebagai berikut:?2
OHuwelijken ussen personen, die in indonesie ann een verschillend recht onderworpen
zijn, worden gemengdeutvelijken genoemd
Terjemahan
Yang disebut dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang -
asing yang di Indonesia tunduk pada hukum yang ber |l ai nano

Dalam perkawinan camp uran, pasangan haus memiliki kewarganegaraan yang akan
mereka pilih setelah perkawinan. Mereka dapat mengik uti warga negara pasangannya
atau tetap di kewarganegaraannya untuk mendapatkan persetujuan hukum dari
negara terselut.3 Dengan adanya suatu perbuatan hukum ini maka tentunya akan
menimbulkan akibat-akibat hukum lainnya, yakni menimbulkan konsekuensi-
konsekuensi hukum, yang salah saunya berkaitan dengan pertanahan. Ini berkaitan
dengan harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah selanjutnya menjadi milik
bersama selama perkawinan terselut tidak terjadi perjanjian kawin. Ketika seorang
WNI tersbeut menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, hak mereka menjadi
hilang. Pasal 20 ayat (L UUPA mengatur hak milik sebagai berik ut:

O0Hak mi | i k amdatendrun, htexkkiat dan terpenuh yang dapat

dip unyai orang atas tanah, dengan mengingatketentan dal am pasal 6.6

Kepemilikan tanah oleh WNI tersebut menjadi terpengaruh akibat perkawinan
campuran ini karena penerapan Asas Nasionalisme yakni mengatur bahwa

ohanya WNI yang dapat memiliki hak atas tanah terseb ut.46

Pertanahan sendiri diatur yakni oUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria6 b ahwa t aut kahya dapat dineilili

oleh warga negara Indonesia itu sendiri, dimana asas ini dikenal dengan asas
nasionalisme.5 Ketika perkawinan campuran tidak dilak ukan dengan adanya
perjanjian kawin, masalah muncul. Berdasarkan prinsip nasionalis, hak atas tanah
yang dimiliki WNI akan hilang dan pengalihan har us dilakukan. Sehingga sangat
penting untuk dilak ukannya suatu perjanjian kawin bagi yang melak ukan perkawinan
campuran hal ini berkaitan dengan harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing
pasangan tersehut, hal ini sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari permasalahan

2Anak Agung Deby Wulandari, 0Tanggung Jawab Notari :
Pengi katan Jual Bel i T a AcatConktasr JarnabhHuklia Eemdtaridtdty K u m, 0

no. 3 (2018): 43645. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04

31 . K. Tjukup et al ., 0Akta Notaris (Akta Otenti k)

Per datAata 6Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 3 (2016): 18888,
https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05

4A . Suprijanto, oLitik Hukum Pertanahan Bagi Warga |
Tahun XBEB0OJurdal limiah Iimu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaréano. 2 (2017),
https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1902.

SK.  T. Pradnyana and | . K. Mer t ha, oOKedudukan Pej abza
Di berhenti kan Se ment AdtaaConitasrJurnalHakora Keaatanaga#®,, nd. 2
(2021): 36'684, https://doi. 0rg/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12.
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dikemudian hari yang berkaitan dengan harta bawaan.t Adanya perjanjian kawin
tersebut berarti t erdapat suatu pemisahan harta dari WNI dan WNA yang m elakukan
perkawinan campuran tersebut, sehingga harta kepemilikannya tetap menjadi
kepemilikannya tanpa m enjadi harta kepemilikan secara bersama. Pasal 21 ayat (1)
UUPA mengatur bahwa :

0 Hanya -megaragndonesia dapat mempuny a i hak milik. 6

Pertanyaan yang timb ul selanjutnya adalah bagaimana dengan hak milik atas tanah
dari WNI yang t elah melakukan perkawinan camp uran tersebut. Selanjutnya dalam
Pasal 21 ayat (3)UUPA mengatur ketika seseorang kehilangan kewarganegaraannya
maka orang tersebut wajib m elepaskan hak itu didalam jangka wakt u satu tahun sejak
dip erolehnya hak tersebut atau hilangnya k ewarga-negaraan itu. Jika ssudah jangka
waktu tersebut lampau hak milik it u dil epaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsun g . Shingga apabila seorang WNI yang t elah
menikah dengan WNA tanpa dilak ukan suatu perjanjian kawin maka WNI t ersebut
harus melepaskan hak kepemilikannya dalam masa 1 tahun. Begitu pula hak milik
yang diperoleh WNA kar ena percampuran harta (tanpa adanya perjanjian
perkawinan) akibat p erkawinan camp uran.” Sehingga dikar enakan WNI t ersebut telah
menikah d engan WNA maka WNI akan k ehilangan hak kewarganegaraannya sebagai
warga negara Indonesia, shingga harus melepaskan hak kepemilikannya atas tanah
tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi, berdasarkan masalah yang ada, penulis
ingin m elakukan penelitian t entang perkawinan camp uran, khususnya tentang cara
hak kepemilikan tanah dib erikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan yang
digunakan yakni sebagai Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah akibat
adanya perkawinan camp uran ? serta Bagaimana akibat hukum kepemilikan hak atas
tanah akibat adanya perjanjian kawin dalam p erkawinan campuran ? Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaturan kepemilikan hak atas tanah akibat adanya
perkawinan camp uran serta akibat hukum kepemilikan hak atas tanah akibat adanya
perjanjian kawin dalam p erkawinan camp uran

Pembahasan penelitian juga didukung dengan penelitian terdahulu yang tentunya
juga terdapat perbedaan dalam penulisannya. Penelitian yang dilak ukan oleh 0 At i k a
Sandra Devi O y aemudul b 0 An a lerkasvinasmn CdPmpuran Dan Akibat
Hukumn y &penelitian m emfok uskan kepada perkawinan camp uran yang berkaitan
dengan akibat hukumnya, dengan hasil penelitan m enunjukan bahwa akibat
hukumnya yang berkaitan dengan kedudukan anak dari perkawinan campuran
dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. Serta

61 . B. P. Prawira, . K. R. Setiabudhi, and D. G
Penyi mpanan Mi nut Actafémitas JuxhaltHakum Kenofariatn 8, no. 1 (2023):

83093, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.

’Sintya Wahyu Wul an Astari and Ni Luh Gede Astariysze
Terkait Wal.i Anak Dibawah Umur SebadaaComtasnghadap L
Jurnal Hukum Kenotariatari0, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p8.

8 Dewi, A. S., & Syalfitri, . (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.

Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 1796191.
https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323
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penelitian t erdahulu lainnya yang dilak ukan oleh  &iMa ma d | engam judulnga
y a k ni exXFeralimas Hak Milik Atas Tanah Kar ena Pewarisan Dalam Perkawinan
Campur a fhp@nelitian ini | ebih berfokus kepada proses dari peralihak hak it u sendiri
yang terjadi akibat pewarisan di p erkawinan campuran, odengan hasil penelitian
terkait d engan pewarisan dalam p erkawinan camp uran juga perlu dilak ukannya suatu
perjanjian pisaha harta untuk dapat memiliki ha katas tanah tersebut, karena tanpa
adanya perjanjian kawin makan tanah tersebut akan dilepaskan haknya. Sehingga
berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilak ukan dengan berjudul Kepemilikan

Hak Milik Atas Tanah Akibat T  erjadinya P erkawinan Camp urané

2. Metode Penelitian

Penelitian normatif dilak ukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menemukan
kebenaran dengan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undanganio yakni
berkaitan d engan kedua UU Perkawinan dan P ertanahan, yang memeriksa bagaimana
perkawinan campuran berkaitan dengan kepemilikan tanah. M etode perundang-
undangan serta pendekatan analitis dan konseptual yang berkaitan dengan konsep
perjanjian kawin dig unakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjawab
masalah dengan dukungan dari beberapa bahan hukum.teknik penulisan yang
digunakan merupakan teknik penulisan yang bersifat deskriptif, yakni m enjelaskan
secara detail kemudian kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan
3.1.Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Adanya Perkawinan Camp  uran
Landasan UUPA adalah Pasal 33 Ayat (3)UUD RI 1945. Pasal iti mengatur bahwa

0 bimi, air, dan ruang angkasa yang trkandung di dalamnya dik uasai negara
dan dip ergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmur an r akyat . 6

Asas nasionalitas dalam UUPA Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3)yang berkaitan d engan
kepemilikan atas tanah tersebut yakni berupa permukaan bumi yang berada diatas
hanya dimiliki ol eh warga negara Indonesia tanpa adanya warga negara asing.
Sehingga hal ini berkaitan dengan tanah, dalam Kamus Besar Bahasa Indoresia
disebutkan pengertian m engenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang
di atas sekali. Pengertian tanah diat ur dalam Pasal 4UUPA mengatur sebagai berik ut.6

0 At as da srguasahdark Negara sbagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri ma upun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum¢ .

Pasal 57UU Perkawinan yakni s ebagai berik ut:

o M. Il rvan, K. War man, and S Arnetti, OProses Per a
Pewari san Dal am Per klambung MangkGrat irgwuouma, na 2 (2019): 7,
https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120.

10 M. Ramdhan, Metode PenelitiaifJakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).h. 7
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0 Brkawinan antar d ua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah sati pihak
berkewarganegaraan Asing dan salah sau pihak berkewarganegaraan
Indones i a. 0

Harta bersama yang dimiliki ol eh suami istri m erupakan suatu akibat hukum dari
adanya perkawinan.!! Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan yang m engatur bahwa:

0 Ha r énda ydng dip eroleh selama perkawinan m enjadi hartaber s a ma . 0

Dengan harta bersama ini maka suatu harta yang dimiliki s eorang istri termasuk juga
dengan harta yang dimiliki s uami tersebut. Adanya suatu perkawinan camp uran
menyebabkan konsekuensi terhadap harta yang dimiliki s eorang WNI, yakni s esuai
dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3UUPA:

00Or ang as ietelgh bgrlakmya uwndang-undang ini memperoleh hak
milik kar ena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, d emikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan s etelah
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib
melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (sau) tahun sejak dip erolehnya
hak tersebut atau hilangnya k ewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut
lampau hak milik it u tidak dil epaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum
dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang m embebaninya tetap berlangsung.

Karena pasangan yang nenikah memiliki k ewarganegaraan yang berbeda,
perkawinan camp uran dapat menyebabkan percampuran harta bersama. Dalam hal
ini, hukum Indonesia menetapkan bahwa warga asing tidak dapat m emiliki hak
milik. 12 Sehingga dip erlukan suatu perjanjian kawin untuk memisahkan harta benda
tersebut antara seorang WNI dengan seorang WNA. Sehingga pentingnya suatu
perjanjian kawin adalah agar WNI tidak k ehilangan haknya atas kepemilikan tanah
tersebut.13 Perjanjian kawin diat ur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)JU Perkawinan
yang mengatur sebagai berik ut:

0 Pada uvatk sebelum perkawinan dilangs ungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut . 6

11 Praminingrat, A. I. A., & Yusa, |. G. (2025). Pengaturan Pidana Terhadap Ketidakpatuhan
Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan

(PPh). Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(1).
https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p9.
2], Ora and D. Rudy, 0Kedudukan Lembaga Perbankan S

Tanggungan At a #ctaJCamitasnJarmalyHukud Kenotariata, no. 2 (2021): 31®
321, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p08.
13D. Mul yati, oPel aksanaan Perjanjian Pemisahan Har
I ndonesia Dengan Wa rlgmal IWSekgjmm Hukuh Dam Kepaddardb, no. 2
(2017): 268382, https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460.
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